Deprov Gorontalo Setujui Perda Pengelolaan Keuangan Daerah
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Kota Gorontalo, Kominfotik — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo
menyetujui Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Keuangan Daerah untuk ditetapkan
menjadi Perda. Persetujuan diambil melalui Rapat Paripurna ke-103 yang berlangsung di ruang rapat
DPRD, Senin (30/1/2023)

“Ranperda Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah telah disetujui bersama oleh
gubernur dan DPRD. Selanjutnya akan segera kami sampaikan kepada gubernur, dan gubernur wajib
menyampaikan ranperda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri,” ucap Ketua DPRD Provinsi
Gorontalo Paris R.A. Jusuf.

Ranperda ini telah melalui tahapan pembahasan tingkat I dimulai tanggal 11 Juli 2022 serta telah
menerima hasil fasilitasi pengkajian secara yuridis formal dan materil dari Kemendagri. Hal tersebut
tertuang dalam surat dirjen otda an. Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.2.6/9285/otda, tanggal
21 Desember 2022 perihal Hasil Fasilitasi Ranperda Provinsi Gorontalo tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Selanjutnya ranperda tersebut telah disesuaikan atau disempurnakan oleh pansus (panitia khusus) dan
siap diparipurnakan dalam pembicaraan tingkat II. Dari hasil pembahasan, maka pansus telah
bersepakat selain memperbaiki beberapa hal yang bertalian dengan dasar hukum, konsideran,
rekonstruksi pasal-pasal serta memasukan satu pasal baru yang merupakan local wisdom.

“Pasal yang menjadi local wisdom itu diakomodasi menjadi bagian daripada bab VI pelaksanaan dan
penatausahaan yang diakomodir pada pasal 116. Untuk memastikan bank pembangunan daerah yang
dimaksudkan pada pasal 116 ini berada dalam kondisi sehat, aman, dan manfaat maka pansus
melakukan konsultasi dengan Bank Sulutgo dan OJK Sulut Gorontalo Maluku Utara di Manado,”
jelas Ketua Pansus DPRD Provinsi Gorontalo Sun Biki.

Sementara itu, Penjagub Hamka dalam pendapat akhirnya menyampaikan perda ini disusun untuk
menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam perda
Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan
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keuangan daerah yang terjadi selama ini, penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk
menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan yang baik.

Tiga pilar yang tersebut diantaranya transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengaturan ini
mencakup mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta
pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Selanjutnya saya berharap setelah ranperda ini mendapatkan nomor registrasi perda dari kementrian
agar kiranya perda tersebut segera disosialisasikan kepada publik melalui kesempatan formal maupun
informal,” ujar Hamka.

Sumber Berita:

1. https://gorontaloprov.go.id/deprov-gorontalo-setujui-perda-pengelolaan-keuangan-daerah/
diakses pada 31 Januari 2023;

2. https://gorontalo.antaranews.com/berita/218700/dprd-setujui-ranperda-pengelolaan-
keuangan-daerah/diakses pada 31 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa:

a.

Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur

bahwa:

a.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

. Pasal 1 angka 50 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda

atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Pasal 3:
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(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam APBD.

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

f. Pasal 4:

(1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai kewenangan:

ad. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD,rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD untuk dibahas bersama;

C. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD,
dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah
mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

€. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan
Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

. menetapkan KPA;

> aQ

menetapkan Bendahara Penerimaan dan BendaharaPengeluaran;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang
Daerah;

K. menetapkan pejabat yang bertugas melakukanpengujian atas tagihan dan
memerintahkanpembayaran;

|.  menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
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M. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku PA.

(5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
keputusan Kepala Daerah.

g. Pasal 5:

(1) Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah
yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai
pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan
daerah.

(2) Ketentuan mengenai Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pasal 100 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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